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JAFKARTA — Waldl Ketua Ma—

jelis Rakvat Papua (MRFP), Yoel

Lauiz Mulait, mengeklaim mene-
rima aspirasi masyarakat Orang
Asli Papua (OAP) mengenai dae-
rah otonomi baru { DOB) di Bumi
Cendrawasih. Menurut dia, ba-
myak OAP yang menolak rencana
premekaran Provinsi Papua yang
saat ini dibahas melalui Rancang-
an Undang-Undang DOB.

“Sebagian besar menolak pe-
mekaran atau pembentukan dae-
rah otonom baru (DOB) karena
dilakukan dengan pendekatan
sentralistik vang mengacu pada
ketentuan yvang baru, vaitu Pasal
76 ayvat (2) U0 Nomaor 2 Tahun
2021 Tentang Otsus Papua,” kata
Yoel, Sabtu (16/4).

Yoel menvebur, MRFP pun
menyayangkan langkah Komisi
II DPR vang terburu-buru men-
dorong pemekaran wilayah Pa~
pua. Badan Legislasi DPR, lan-

Jjutnya, secara cepat menyetnajui

tiga RULU DOB pada 6 April
2022 Lalu, kurang dari sepekan
kemudian, pada 12 April zozz,
RUU tersebut disetujui dalam

DOB Papua Ditunda

Rapat Paripurna DPR menjadi
RUL Usul Inisiatif DPR, yvaitu
RUL tentang Pembentukan Pro-
vinsi Papua Selatan, RUU ten-
tang Pembentukan Provinsi Pa-
pua Tengah, dan RUU tentang
Pembentukan Provinsi Papua
Pegunungan Tengah.

Direktur Eksekutf Amnesty
Internasional Indonesia, Usman
Hamid, berharap agar pemben-
tukan DOB dapat memperhati-
kan implikasi politik, hukum, ke-
amanan, dan juga situasi hak asasi
mamisia (FLAMNM) di Papua. Sebab,
in mengungkapkan, tidak sedikit
masyarakat setempat yang kha-
watir jumlah aparat Keamanan
bertamibah, seiring dengan ren-
cana pembenmkan DOB.

“Banvak orang Papua yang
khawatir jika pembentukan DOB
akan diikutioleh penambahan
gelar pasukan dan satuan-satuan
teritorial maupun pembentukan
polda-polda di provinsi-provinsi
baru tersebut,” ujar Usman.

Sementara itu, Menko Polhu-
kam Mahfud MD menge-klaim,
pemerintah mendengarkan aspi-
rasi yang disampaikan MRP. “Sa-
ya menyampaikan babwa penam-

bangan barm dilakukan oleh BU-
MD dan BUMN dengan tetap
memperhatikan hak-hak dan ke-
sejahteraan masyarakat luas dan
masyarakat adat. Hingga saat ini
belum ada Izin Usaha Pertam-
bangan (TUP),” kata Mahfud se-
perti dikutip dari akun Instagram
resninva @ mohmahfudmd, Sab-
tu(16/4).

Selain itu, sambung dia, da-
lam kesempatan tersebut, MRP
juga menyerahkan surat aspirasi
yvang ditujukan kepada Presiden
Joko Widodo. Mahfud meneri-
ma surat itu dan menjanjikan
akan menyvampaikannya kepada
FPresiden Jokowi.

Terpisah, anggota Komisi IL
DPR Rifginizamy Karsavuda me-
ngaku pihaknva menargetkan
tiga RUU DOB di Papua selesai
sebelum Juni 2o22. “Ada tiga
RUL terkait pemekaran di Papua
vang pembahasannyva dilakukan
Komisi II DPR. Kami berusaha
sebelum Juni zo22, seluruh RULT
itu bisa disetujui DPR untuk di-
sahkan menjadi undang-un-
dang.” kata Rifqgi p. i akrab
Rifginizamy di Jakarta, Ahad
(17/4). Mantara ed: agus rahara
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